BAB I11
TINJAUAN TEORITIK
A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan
istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai
peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda
istilah tindak pidana tersebut dengan “straf baar feit” atau delict. Berikut ini
pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan
dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, tindak pidana adalah suatu
perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan
menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan
manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-
undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.*

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas
dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai
arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel,
straf baar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat

melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

' Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta,
2003, him 53



Menurut simon straf baar feit adalah kelakuan atau hendeling yang diancam
dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan
oleh orang yang mampu bertanggungjawab.?

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan
pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang
berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-
undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan
yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus
dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenubhi
beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki
perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si
pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif
tindak pidana meliputi :

a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

¢) Ada atau tidaknya perencanaan;

% Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,1983, him 56



b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam
keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
a) Memenuhi rumusan undang-undang
b) Sifat melawan hukum;
¢) Kualitas si pelaku;
d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor
yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si
pelaku atau faktor lingkungan.
3. Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku Il
dan Pelanggaran dimuat dalam Buku Ill. Kejahatan adalah perbuatan yang
bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak
mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-
undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana
karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutib oleh Moeljatno,
bahwa kejahatan adalah “rechtsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun
tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan

sebagi perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran



adalah  “wetsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan

hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.®
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan

pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku

I1, dan Pelanggaran diatur dalam Buku IlIl. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif

lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan
dalam pelanggaran tidak dipidana.

b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat
dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak
dipidana.

c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat
percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak
berlaku.

d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi
setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan
jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.

e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana

bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.

¥ Moeljatno, Op, Cit, him. 71
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f) Dalam hal perbarengan perbuatan (concursus), system penjatuhan pidana dalam
concursus kejahatan menggunakan sistem absorbsi yang diperberat, sedangkan
dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik
beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan
rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak
dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan
dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak
pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan
perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang
memuat unsur kesengajaan. tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.*

Terdapat delicta commisionis perommisionem commissa Yyaitu delik-delik
yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak
berbuat. Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau
keluarga korban yang dirugikan.

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh
semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang.
Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang

yang berkualitas tertentu.®

* Moeljatno, Op, Cit, him.129
> Moeljatno, Op, Cit, him.131
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Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua
unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan
kata lain terkandung pengertian yurudis dari tindak pidana tersebut, sedangkan dalam
bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal
dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat
memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka
ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam
pasal bentuk pokoknya.

4. Kemampuan Bertanggung Jawab

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat
mampu  bertanggung  jawab.  Tidaklah mungkin  seseorang  dapat
dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang
muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab?
Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu?
Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang
berhubungan dengan itu ialah Pasal 44:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena

penyakit tidak dipidana”.
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Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno
menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk;
sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan
buruknya perbuatan tadi.

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang
diperbolehkan dan yang tidak.Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak,
yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang
diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak
mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya
perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, Kketidakmampuan tersebut harus
disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.

2. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809

dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan

perbuatan-perbuatan yang dilarangatau diperintahkan oleh undang-undang”.

® Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada
pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media. Jakarta, 2006,him. 165.
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Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu
pengajuan Criminiel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar
dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan,
kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. de will (kehendak)
dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua
teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori
pengetahuan atau membayangkan.” Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak
untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin
dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan,
mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila
suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud
tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan
bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang
diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia
berbuat.

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan

atau membayangkan. Alasannya adalah: Karena dalam kehendak dengan sendirinya

" Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. SinarGrafika.
Jakarta., 2008, him. 12-13.
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diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah
harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang
diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak
merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan
pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.®

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang
dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai
dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif,
perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.
3. Kealpaan

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-
undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. la alpa, lalai, teledor dalam
melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan
larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang
objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Mengenai kealpaan itu,
Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak
pembentuk Wvt sebagai berikut:

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak
terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu

keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan

® Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,Rineka Cipta,Jakarta1993,him. 172-173
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umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian,
sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang
teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah
menentang larangan tersebut.dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal
yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat
sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan
larangan itu.’

Berdasarkan apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berpendapat bahwa
kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama,
yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya
kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya
lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan,
kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu
yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya, dengan
mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat,
yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan
tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. *°
4. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat

dalam Buku | Bab Ill Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau

° Moeljatno, Op.Cit., him. 198.

1% pid., him. 201
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memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan

penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan

perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana. Memorie van Toelichting

(M.v.T) mengemukakan apa yang disebut ‘“alasan-alasan tidak dapat

dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya

seseorang”. M.v.T menyebut 2 (dua) alasan:

a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri
orang itu, dan

b. Alasan tidak dapat diprtanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang
itu.

Selain perbedaan yang dikemukakan dalam M.v.T, ilmu pengetahuan hukum pidana

juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap- tiap
delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.

b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik- delik
tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang
melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak
menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang

masih ada hubungan darah).

" Ibid., him. 202
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IImu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap
alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya
perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut
perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alas an penghapus pidana ,
yaitu :

a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun
perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau
perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat
dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan , meskipun
perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapuskan
kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

B. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,
dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Sedangkan
menurut Djoko Prakoso:

Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat
merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindak pidana

penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai
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dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau
merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai
dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan
alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek
stimulasi (merangsang)
bagi para pemakianya. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa
pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang
lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan
berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang
bahkan menimbulkan kematian.

Melihat besarnya pengaruh negatif psikotropika tersebut apabila
disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur
tentang psiktropika tersebut. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika itu sendiri ialah
menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu
pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta memberantas
peredaran gelap narkotika.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
mencantumkan bahwa psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

1) Psikotropika Golongan |
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Psikotropika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan
dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat Kkuat
mengakibatkan sindroma ketergantungan.
2) Psikotropika Golongan 1l
Psikotropika golongan Il adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan
dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3) Psikotropika Golongan I
Psikotropika Golongan Ill adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan
banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengetahuan serta mempunyai
potensi sedang mengakibatkan ketergantungan.
4) Psikotropika Golongan IV
Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan
sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
Sebelumnya tindak pidana psikotropika didasarkan pada Pasal 204 KUHP dan
Pasal 80 ayat (4) huruf b dan Pasal 81 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian setelah disahkan Undang-Undang Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berlaku sejak diundangkan, segala kegiatan
yang berhubungan dengan psikotropika diatur dalam undang-undang ini, sehingga

diharapkan akan efektif dalam menangani tindak pidana psikotropika di Indonesia.

20



Tindak pidana psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika tercantum dalam bab XIV mengenai Ketentuan Pidana, Pasal 59 sampai
Pasal 72. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah:

1)  Menggunakan psikotropika golongan | selain utnuk tujuan ilmu pengetahuan
(Pasal 59 ayat (1) huruf a)

2) Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika
golongan | (Pasal 59 ayat (1) huruf b)

3) Mengedarkan psikotropika golongan | tidak disalurkan oleh pabrik obat dan
pedagang besar kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna
kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 59 ayat (1) huruf c)

4) Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan
(Pasal 59 ayat (1) huruf d)

5) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan

| (Pasal 59 ayat (1) huruf e)

6) Memproduksi psikotropika golongan | selaibn di produksi oleh pabrik obat yang
telah memiliki izin (Pasal 60 ayat (1) huruf a)

7) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak
memenuhi standar dan/atau persyaratan (Pasal 60 ayat (1) huruf b)

8) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak
terdaftar pada departeman yang bertanggung jawab di bidang kesehatan (Pasal 60

ayat (1) huruf c)
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9) Menyalurkan, menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 12
ayat (2) undang-undang ini (Pasal 60 ayat (2) dan 3)

10) Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14
ayat (2), Pasal 14 ayat (3) (Pasal 60 ayat (4)), menerima penyerahan psikotropika
selain ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) (Pasal 60 ayat (5))

11) Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal
16, tanpa surat persetujuan ekspor/impor, melaksanakan pengangkutan ekspor
atau impor psikotropika tanpa sutar persetujuan ekspor/impor (Pasal 61)

12) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika
(Pasal 62)

13) Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokuman pengangkutan
(Pasal 63 ayat (1) huruf a)

14) Melakukan perubahan tujuan negara ekspor tidak memenuhi ketentuan (Pasal 63
ayat (1) huruf b)

15) Melakukan pengemasan kembali psikoropika tidak memenuhi ketentuan (Pasal
63 ayat (1) huruf c)

16) Tidak mencantumkan label pada kemasan psikotropika (Pasal 63 ayat (2)
huruf a)

17) Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label psikotropika yang tidak
lengkap dan menyesatkan (Pasal 63 ayat (2) huruf b)

18) Mengiklankan psikotropika tidak pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau

media cetak ilmiah farmasi (Pasal 63 ayat (2) huruf c)
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19) Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan yang
dimaksud Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3) (Pasal 63 ayat (2) huruf d)

20) Percobaan atau perbuatan untuk melakukan tindak pidana psikotropika (Pasal 69)

21) Tindak pidana psikotropika yang dilakukan secara korporasi (Pasal 70)

22) Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,
menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak
pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62,
atau Pasal 63 (Pasal 71)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mencantumkan

tentang pemberatan pidana, yaitu:

1) Pasal 70 menerangkan jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 60, 61, 62, 63, dan 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping
dipidananya pelakuk tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda
sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan
dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

2) Pasal 71 mencantumkan bahwa barangsiapa bersengkongkol atau bersepakat
untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan,
menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60, 61, 62, atau Pasal 63 di pidana sebagai permufakatan
jahat ancaman pidananya ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk pidana

tersebut.
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3) Pasal 72 mencantumkan bahwa jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan
menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum
menikah atau orang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana
belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana
penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana
yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

C. Penyertaan (Deelneming) dalam KUHPidana

Bab V KUHP berbunyi : Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana.
Apakah yang dimaksud dengan istilah penyertaan? Jelas bahwa makna dari istilah ini
ialah bahwa ada dua atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain
perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu
tindak pidana. *?

KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (deelneming
delicten), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (dader)
maupun sebagai pembantu (medeplichtige). Pasal 55 KUHP menyatakan :

1. Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana :

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan;
Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

2 Kanter dan Sianturi, Op.Cit, hal 336
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penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjuran hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang
diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya Pasal 56 KUHP berbunyi :
Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan :
Ke-1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
Ke-2. Meraka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk
melakukan kejahatan.” **
Klasifikasi penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHPidana yaitu :
1. Pembuat (dader), yang terdiri dari mereka yang :
a. Melakukan (plegen);
b. Menyuruh melakukan (doen plegen);
c. Turut serta melakukan (medeplegen)
d. Menganjurkan melakukan (uitlokken)
2. Pembantu kejahatan (medeplichtige) (Pasal 56). Membantu melakukan
pelanggaran (overtreding) tidak dipidana (Pasal 60)
Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana
lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat

dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban

masing- masing orang yang terlibat dalam perisitwa tersebut.

Y Mahrus,Op.Cit, hal.122
* Maramis,Op.Cit, hal 214
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Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing sehingga dapat diketahui sejauh
mana pertanggungjawabannya. *°
1. Pembuat (dader) perbuatan pidana
a. Plegen

Orang yang melakukan (plegen) atau pelaku (pleger) adalah orang yang

perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana.
Mengapa pelaku (pleger) diklasifikasi juga sebagai seorang peserta? Ini karena
pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak
pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. ** Pleger adalah orang yang secara
materil dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna
memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang pleger adalah orang
yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal
hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang
yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi
pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat
dibuktikan kesalahannya.'’

Pelaku dalam arti sempit adalah hanya mereka yang melakukan tindak pidana.
Sedangkan pelaku dalam arti luas meliputi keempat Kklasifikasi pelaku, yaitu mereka
yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang ikut serta

melakukan, dan mereka yang menggerakkan/membujuk.

' Ekaputra dan Abul, Op.Cit, Hal 39
'® Maramis, Op.Cit, hal. 215
Y Mahrus, Op.Cit, hal. 124
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Mereka yang melakukan tindak pidana (plegen) jika mengacu kepada orangnya
disebut dengan pembuat pelaksana (pleger), adalah orang yang karena
perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanda ada perbuatan- perbuatan
pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini
syarat seorang pleger adalah sama dengan syarat seorang dader.

Perbedaan pleger dengan dader adalah terhadap pleger masih diperlukan
keterlibatan orang lain baik secara psikis maupun pisik, hanya saja keterlibatan orang
lain ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu
dalam mewujudkan tindak pidana yang dilakukan. *®
b. Doen Plegen

Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari doenplegen, sedangkan orang yang
menyuruh lakukan disebut dengan istilah doen pleger. Doen pleger adalah orang
yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara
yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana
tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara
pidana. ** Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam doenplegen. Pertama,
sesorang Yyakni manusia yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini

merupakan unsur pokok dan khusus dari doen plegen. Kedua, orang yang dijadikan

'® Ekaputra dan Abul, Op.Cit, hal.44
' Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
2014), hal.359
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sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang yang
menyuruh orang itu.

Didalam doen pleger terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan
bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana
satu pihak bertindak sebagai actor intelectualis, yaitu orang yang menyuruh orang
lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai
actor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan actor
intelectualis. Kedua, secara yuridis, actor materialis adalah orang yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak
pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan
alasan pemaaf. *

Menurut Loebby Logman, siapa saja orang-orang Yyang tidak dapat
dipertanggungjawabkan itu harus kembali kepada masalah hal-hal yang meniadakan
pidana seperti yang diatur di dalam KUHP, yaitu sebagai berikut : #

a. Mereka yang termasuk dalan kategori Pasal 44 KUHP, yaitu mereka yang jiwanya
tidak tumbuh dengan sempurna dan jiwanya dipengaruhi oleh penyakit. Oleh
undang-undang orang seperti ini termasuk ke dalam kategori orang yang tidak

mampu bertanggungjawab.

*® Mahrus, Op.Cit, hal 128
*! Ekaputra dan Abul, Op.Cit, hal. 51-52
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b. Demikian pula jika menyuruh seorang anak yang belum mampu bertanggungjawab
untuk melakukan tindak pidana. Peristiwa ini juga termasuk bentuk penyertaan
menyuruh melakukan.

c. Orang yang disuruh melakukan (plegen), melakukan perbuatan itu karena terpaksa
oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) seperti yang diatur
dalam Pasal 48 KUHP.

d. Menyuruh dengan penyesatan dalam kaitannnya dengan Pasal 50 maupun 51
KUHP, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan telah melakukan
perbuatan tersebut untuk melaksanakan ketentuan undang-undang menurut Pasal
50 KUHP maupun atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 KUHP

e. Orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan telah melakukan perbuatan
tersebut karena adanya kesalahpahaman.

f. Bentuk menyuruh melakukan dapat pula terjadi karena orang yang disuruh itu tidak
mempunyai kesengajaan.

Bentuk penyertaan menyuruh melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri
secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh
berada dibelakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang
lain yang disuruh. Orang yang disuruh itu merupakan alat ditangan penyuruh.

Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena
ketidaktahuan, kekeliruan, atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan.

Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dopidana karena

padanya tiada unsur kesalahan atau setidaktidaknya unsur kesalahannya ditiadakan.
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Penyuruh mungkin hanya satu orang saja, walaupun digunakan istilah mereka yang
melakukan, tetapi mungkin juga lebih dari satu orang. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa penyuruh adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana
dengan memperalat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada
kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya atau dipaksa. %
c. Medeplegen

Turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa
dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka
bersama-sama melaksanakan delik. Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah
memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana
yaitu pertama : Kkerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana
merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, kedua : mereka harus bersama-
sama melaksanakan kehendak itu. *

Menurut MvT pelaku peserta (medeplegen) adalah orang yang langsung
mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang
dan diancam dengan hukuman yang oleh undang-undang dilarang dan diancam
dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang
merupakan bagian dari suatu tindak pidana. #

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-

*? Kanter dan Sianturi, Op.Cit, hal. 342
% Maramis, Op.Cit, hal 217
** Ekaputra dan Abul, Op.Cit, hal.55
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anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa
medepleger adalah setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan
pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang
apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada
masing- masing keadaan. Yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger
terjadi kerja sama yang erat antara mereka yang pada waktu melakukan perbuatan
pidana.

Remmelink mengemukakan, bahwa agar pelaku dalam perbuatan pidana bisa
dikatakan sebagai medepleger, maka harus ada unsure-unsur turut serta melakukan,
yaitu antara peserta ada kerja sama yang diinsyafi, dan pelaksanaan perbuatan pidana
secara bersama — sama. Dengan demikian, didalam medepleger terdapat ciri tiga
penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain.
Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih.Kedua,
semua Yyang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling
membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi.Ketiga, terjadinya kerja
sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang
telah direncanakan bersama sebelumnya. %
d. Uitlokken

Ada perbuatan “uitlokken” (menganjurkan, membujuk) apabila si “uitlokker’

(penganjur, pembujuk) menggunakan upaya — upaya yang telah disebutkan dalam

** Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal 21
*® Mahrus, Op.Cit, hal. 126-127
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Pasal 56 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk

menyuruh melakukan (doen plegen) dan menganjurkan melakukan (uitlokken).

Perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan/membujuk adalah :

1.

Dalam  menyuruh  melakukan, orang vyang disuruh tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu; sehingga yang dapat dihukum
hanyalah si penyuruh saja sedangkan yang disuruh tidak dikenakan hukuman.
Dalam menganjurkan/membujuk, baik yang menganjurkan/membujuk maupun
yang dianjurkan/dibujuk, kedua-dua nya dapat dihukum;

Perbedaan lain ialah bahwa si penganjur/pembujuk hanya dapat dihukum apabila
ia mempergunakan upaya-upaya/ cara-cara yang diperinci dalam Pasal 55 ayat
(1) KUHPId. Penyebutan cara-cara menganjurkan/membujuk dalam Pasal 55
ayat (1) butir 2 adalah limitatif, tidak dapat ditambah. Jadi apabila upaya-upaya/
cara-cara itu tidak digunakan, si penganjur/pembujuk tidak dapat turut
dihukum..#

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam uitlokker pun

terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang

menganjurkan (actor intelectualis) dan orang yang dianjurkan (actor materialis).

Bentuk penganjurannya adalah actor intelectualis menganjurkan orang lain (actor

materialis) untuk melakukan perbuatan pidana. Uitlokker adalah orang yang

menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain

tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau

*” Maramis, Op.Cit, hal. 128
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tergoda oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh penganjur sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 55 ayat (1) ke — 2 KUHP. %

Cara-cara atau daya upaya yang dapat dipergunakan untuk menggerakkan
orang lain untuk melakukan tindak pidana telah ditentukan secara limitatif didalam
Pasal 55 ayat (1) ke — 2, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian (Giften)

Pemberian harus diartikan tidak hanya uang tetapi juga berupa barang

2. Janji/kesanggupan (Beloften)

Misalnya janji untuk memberikan uang, barang atau keuntungan lain, seperti
memberi bantuan untuk menyembunyikan

3. Menyalahgunakan kewibawaan (kekuasaan/gezag)

Antara pembujuk dan yang dibujuk harus ada hubungan kekuasaan pada saat
perbuatan dilakukan. Disini alasan memberi perintah kepada bawahannya untuk
melakukan sesuatu termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (HR 17 Mei 1943).
Apabila dengan penyalahgunaan kekuasaan ini pembuat materill tidak dapat dipidana
maka dalam hal ini tidak ada pembujukan tetapi penyertaan dalam bentuk menyuruh
melakukan tindak pidan.®

Pasal 55 ayat (2) KUHP menyatakan dengan tegas bahwa hanya terhadap
perbuatan yang sengaja digerakkan saja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada

penggerak beserta akibat-akibatnya. Dengan demikian jika tindak pidana yang

*® Mahrus, Op.Cit, hal. 129
*® Ekaputra dan Abul, Op.Cit, hal. 65
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dilakukan oleh pelaksana adalah tindak pidana yang lain dari yang dianjurkan, maka
disini tidak ada bentuk pembuat penganjur. Tindak pidana yang telah diperbuat oleh
orang yang semula dianjurkan itu adalah dipertanggungjawabkan kepadanya sendiri,
tanpa mempertanggungjawabkannya pada orang yang semula menganjurkan. #

2. Pembantu Kejahatan (medeplichtige)

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran,
informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana
bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri
terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada orang atau lebih, yang satu sebagai
pembuat, dan yang lain sebagai pembantu. *

Pembantuan diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Pembantuan terdapat di
dalam Bab tentang Penyertaan karena di dalam pembantuan terlibat lebih dari satu
orang dalam suatu tindak pidana, yaitu ada orang yang melakukan tindak pidana itu
dan ada orang yang lain yang berperan dalam membantu melakukan tindak pidana
tersebut.

Penyertaan dalam bentuk membantu melakukan tindak pidana ini, di dalam KUHP
diatur dalam :
Pasal 56 KUHP. Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan;

* Ibid, hal. 74
*® Mahrus, Op.Cit, hal. 131
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2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk

melakukan kejahatan.
Pasal 57 mengatur tentang pertanggungjawaban orang yang membantu

melakukan tindak pidana, rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi
sepertiga;

2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun;

3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri;

4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan
yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya.

Pasal 60 : Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. *

Berdasarkan Pasal 56 diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara dua

jenis yakni pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian

bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.** Ringkasannya ialah

bahwa cirri-ciri dari masing-masing jenis pembantuan adalah sebagai berikut : *

Jenis Pertama (Pasal 56 ayat (1)

a. Bantuan diberikan berbarengan atau pada saat kejahatan dilakukan;

90 Ekaputra dan Abul, Op.Cit, hal. 89-90
*2 Mahrus, Op.Cit, hal.131
* Kanter dan Sianturi, Op.Cit, hal. 373
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b. Daya upaya yang merupakan bantuan tidak dibatasi (dapat berupa apa saja,
berwujud ataupun tidak) Jenis Kedua (Pasal 56 ayat (2)

a. Bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan;

b. Daya upaya (yang merupakan bantuan) dibatasi atau tertentu, yaitu kesempatan,
sarana atau keterangan.

Kemudian, yang dalam Pasal 57 KUHP yakni mengenai pertanggungjawaban
orang yang membantu melakukan. Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat
dipidananya perserta pembantuan tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk
pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat didalam Pasal 57
ayat (1) dan ayat (2) KUHP diatas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok
untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan
diancamkan dengan pidana atau pidana seumur hidup, maka maksimum pidana pokok
untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara, serta terdapatnya pembatasan
pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan berbentuk pembantuan, yakni
hanya pada perbuatan sengaja dipermudah atau diperlancar oleh pembantu beserta
akibat-akibatnya.

Tujuan diadakannya pembatasan ini adalah agar tanggungjawab pembuat
tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak
dibatasi, maka akibat-akibat sifar aksesor dari bentuk turut serta ini adalah terlalu

luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan berbentuk uitlokker.*

** Mahrus, Op.Cit, Hal 133
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